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                                   KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas berkat rahmat dan karuniaNya, kami dapat 

menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Biro Hukum 

dan Organisasi Tahun 2022 yang merupakan wujud 

pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi good 

governance terhadap publik dan bagi stakeholders. 

Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat 

memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang 

dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam 

mendukung kinerja BPOM selama tahun 2022. 

Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi dan misi BPOM, laporan ini menyajikan 

data terpadu antara kinerja dengan anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan 

keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi intrumen untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi, serta produktivitas unit kerja. Biro Hukum dan Organisasi 

selalu berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dan 

menyempurnakan pelaporan dalam rangka mencermati berbagai permasalahan sebagai 

bahan acuan penyusunan program di tahun berikutnya. Kami berharap Laporan 

Tahunan ini dapat dipahami dengan baik dan sebagai media pertanggungjawaban 

kepada stakeholders serta memberi kontribusi dalam evaluasi peningkatan kualitas 

kinerja Biro Hukum dan Organisasi kedepannya.                                     
 

Jakarta,      Februari 2023 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
 
 

Reghi Perdana,S.H.,L.LM 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
CAPAIAN KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET  

 

 
%REALISASI 

 

 SK1.  

Meningkatnya Kualitas Dukungan 
Manajemen dan Tugas Teknis 
Lainnya Biro Hukum dan Organisasi 

 

IKK1. 

Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-
undangan 

4,5 
4.12  

(menggunakan nilai RB 
Tahun 2021) 

Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi 
7,41 

7.34  
(menggunakan nilai RB 

Tahun 2021) 

Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana 
5,47 

4.12  
(menggunakan nilai RB 

Tahun 2021) 

Nilai RB BPOM Peningkatan Pelayanan Publik 

5,76 
5.67  

(menggunakan nilai RB 
Tahun 2021) 

 SK2. 

Meningkatnya kepuasan masyarakat 
dan Internal BPOM terhadap 
layanan Biro Hukum dan Organisasi 

IKK2. 

Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan 
pengaduan dan informasi 

88 95,17 

Indeks Kepuasan internal BPOM terhadap Biro Hukum 
dan Organisasi 

3,75 3,75 

 SK3.  

Organisasi yang tepat fungsi, tepat 
proses, dan tepat ukuran 

IKK3.  

Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan  
100 100 

Persentase unit organisasi yang menerapkan proses 
bisnis sesuai ISO 9001:2015 

100 100 

 SK4.  

Tersedianya Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Obat dan 
Makanan 

IKK4. 

Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun 100 100 

 SK5.  
Tersedianya Advokasi hukum yang 
efektif 

IKK5. 

Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti 
100 100 

 SK6. 

Meningkatnya kualitas layanan 
komunikasi, Informasi, Dokumentasi, 
Edukasi, dan Pengaduan 
Masyarakat 

IKK6. 

Persentase layanan pengaduan dan informasi yang 
selesai di tindaklanjuti 

99,40 99.40 

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang 
dilaksanakan 94,37 94,54 

Indeks pelayanan publik 4,55 4,90 

 SK7. 

Terwujudnya tatakelola 
pemerintahan di lingkup Biro Hukum 
dan Organisasi yang optimal 

IKK7. 

Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi 

 

86,25 92,02 

 SK8. 

Terwujudnya SDM Biro Hukum dan 
Organisasi yang berkinerja optimal 

IKK8. 

Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi 
85 82,98 

 SK9.  

Menguatnya pengelolaan data dan 
informasi pengawasan Obat dan 
Makanan di Biro Hukum dan 
Organisasi 

IKK8. 

Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan 
Organisasi yang optimal 

2,25 2,25 

10. SK10.  

Terkelolanya Keuangan Biro Hukum 
dan Organisasi secara Akuntabel  

IKK10. 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan 
Organisasi 

Efisien 

(95,5%) 
95,5 
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HIGHLIGHT KEGIATAN 
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Tahun 2022 

a. Platinum medal kategori The Best Agent 
Inbound (Lembaga Publik)  

b. Silver medal kategori The Best Smart Team 
(Small)  

c. Gold medal kategori  The Best of The Best Back 
Office  

 
 
 
BPOM memperoleh penghargaan Anggakara Birawa atas 
prestasi sebagai salah satu  dari dua Instansi Pemerintah  
Terbaik yang masuk Kategori  Outstanding Achievement 
pada  Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 
(P4) Ke-4 Tahun 2022 

 

 

 
 
 
Biro Hukumd dan Organisasi mengawal Inovasi 
Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa 
Timur (Gempur Jatim) Balai Besar POM di Surabaya 
mendapatkan Penganugerahan TOP 45 Inovasi Terpuji 
Pelayanan Publik 
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Biro Hukum dan Organisasi mengawal Balai 
Besar POM di Yogyakarta sebagai UPP BPOM 
yang menjadi Lokus Pemantauan dan Evaluasi 
Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh 
Kementerian PANRB, berhasil meraih kategori 
Pelayanan Prima. 
 

 

 

 
 
 
 
Analis Kebijakan Ahli Muda Nani Mardiah raih penghargaan 
Analis Kebijakan untuk Indonesia (AKuI) Award dari LAN 
tahun 2022  
 

 
 
 
Oke Dwiraswati, Pegawai Biro Hukum dan 
Organisasi BPM menerima penghargaan 
secara langsung dari Kepala BPOM “Terbaik 
Peringkat 1” Pegawai berprestasi BPOM Tahun 
2022 
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BAB I  

GAMBARAN UMUM 

A. Visi, Misi dan Budaya Organisasi 
Visi dan Misi Biro Hukum dan Organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretaris 
Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sama dengan Visi dan Misi BPOM 
yakni: 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biro Hukum dan Organisasi sebagai Unit Dukungan Manajemen mendukung visi misi Badan POM 
dalam rangka terwujudnya Penataan Kelembagaan tepat Fungsi dan Tepat Ukuran, Penguatan dan 
pengawalan deregulasi kebijakan dan simplifikasi regulasi dan Penguatan pelayanan publik dan 
peningkatan efektivitas KIE serta Penguatan pemberian layanan advokasi hukum, sehingga 
berkontribusi dalam pencapaian ouput. 

 

VISI 
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya 
saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 
berlandaskan gotong royong 

MISI 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 
mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen 
bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia 
Indonesia.  

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat 
dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam 
rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan 
berdaya saing untuk kemandirian bangsa.  

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 
serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui 
sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka 
Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman pada seluruh warga. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan 
terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima 
di bidang Obat dan Makanan 
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Dalam membangun organisasi yang efektif dan efisien Budaya Organisasi Biro Hukum dan 
Organisasi mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan 
harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai 
luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota 
organisasi dalam berkarya dan berkarya antara lain: 
1. Ber-orientasi Pelayanan, maksudnya; memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, 

cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. 
2. Akuntabel, yaitu; melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin 

dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung 
jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 

3. Kompeten, panduan perilakunya ialah; meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan 
yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas 
terbaik. 

4. Harmonis, panduan perilakunya adalah; menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka 
menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. 

5. Loyal, panduan perilakunya adalah; memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, 
menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan 
dan negara. 

6. Adaptif, panduan perilakunya adalah; cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus 
berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. 

                                                           

 
GAMBAR 1 BUDAYA ORGANISASI BPOM 
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B. Struktur dan fungsi Organisasi 
Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan 

untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang 

mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan 

kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan maka diterbitkanlah Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai 

pelaksanaan dari Perpres ditetapkannya Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan .Biro Hukum dan Organisasi 

terbentuk sejak Tahun 2018 memiliki tugas “Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan 

perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi 

dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Namun seriring 

berjalannya waktu akan kebutuhan organisasi dilakukalah penyederhanaan birokrasi dan dalam 

rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif dan 

efisien, Badan POM menerbitkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan telah diubah kembali menjadi 

Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Namun dengan telah 

di terbitkannya Peraturan baru tersebut Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi masih 

sama memiliki 4 (empat) kelompok dalam mendukung kinerja organisasi menjadi 6 (enam) kelompok 

kerja seperti tergambar dibawah ini: 

 

GAMBAR 2 STRUKTUR SEKRETARIS UTAMA BPOM 
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GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BPOM 

 

Dengan melihat perbedaan pada gambar 1 dan 2 Biro Hukum dan Organisasi Terdapat perubahan 

pola tim kerja yang dengan adanya penambahan fungsi pengembangan pelayanan publik dan Tata 

Usaha yang berdiri sendiri yang dimana sebelumnya pelayanan publik ada pada kedeputian III dan 

tata usaha dibawah tim kerja organisasi dan tata laksana. Penambahan fungsi tersebut menambah 

perkuatan Biro Hukum dan Organisasi dalam pencapaian kineja yag mendukung sasaran strategis 

organisasi Level I (Sekretariat Utama). Implikasi terhadap perubahan OTK Badan POM dengan di 

tetapkannya Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja dijelaskan 

tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melaksanakan  

koordinasi dan penyusunan 

peraturan perundang-

undangan,  

advokasi hukum, penataan 

organisasi dan tata laksana, 

dan pengelolaan pengaduan 

masyarakat 

a. penyiapan koordinasi dan 
penyusunan peraturan perundang-
undangan serta rumusan perjanjian;  

b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan 
dokumentasi dan informasi hukum, 
analisis dan evaluasi hukum; 

c. penyiapan koordinasi dan 
pelaksanaan advokasi hukum; 

d. penyiapan koordinasi dan penataan 
organisasi dan tata laksana; 

e. penyiapan koordinasi dan 
pelaksanaan reformasi birokrasi; 

f.  penyiapan koordinasi dan 
pengelolaan komunikasi, informasi, 
dokumentasi, edukasi, dan 
pengaduan masyarakat di bidang 
pengawasan Obat dan Makanan; dan  

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan 
rumah tangga biro 

T 

U 

G 

A 

S 

F 

U 

N 

G 

S 

I 

GAMBAR 4 TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 
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Dalam menjalankan fungsinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi dibantu oleh 6 Koordinator 

Kelompok Kerja dan dibantu Jabtan Fungsional dan Jabtan Pelaksana yang terdiri dari Peraturan 

Perundang-Undangan, Advokasi Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Pengaduan Masyarakat, 

Pengembangan Pelayanan Publik dan Tata Usaha. Dengan adanya Peraturan Kepala BPOM yang 

terbaru terkait Organisasi dan Tata Kerja tidak berdampak adanya perubahan pada Peta Strategis 

Sekretaris Utama maupun Biro Hukum dan Organisasi sebagaimana tergambar di bawah: 

  

GAMBAR 5 PETA STRATEGIS LEVEL 0 DAN LEVEL I 
 

                                       
GAMBAR 6 PETA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
14 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  

BAB II  

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 

A. Sumber Daya Manusia 
Pada tahun 2022 dalam menunjang pencapaian output pada Indikator Kinerja Utama Biro Hukum 
Dan Organisasi didukung oleh beberapa Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan 
kompetensi dibidangnya masing-masingmemiliki 48 (empat puluh delapan) ASN dibantu 32 (tiga 
puluh dua) PPNPN dengan kompisisi sebagai berikut: 
 

 

GAMBAR 7 REKAPITULASI BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 
 

0
2
4
6
8
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Kepala Biro
Hukor
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Substansi
Peraturan
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Perundang
-undangan
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Substansi
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Kelompok
Substansi

Pengaduan
Masyaraka

t

Kelompok
Substansi

Tata Usaha

Kelompok
Substansi

Pengemba
ngan

Pelayanan
Publik

S2 1 1 2 1 4 1 1

Profesi 0 0 0 1 3 1

S1 0 9 5 6 4 3

D3 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0

5

0

9
5 6

4

3

0

0

0
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1

4 1

1

REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT 
PENDIDIKAN
D3 S1 Profesi S2
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GAMBAR 8 REKAPITULASI PEGAWAI BIRO HUKUM SESUAI JENIS KELAMIN            

 

GAMBAR 9 PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONALNYA 

 
 

Jumlah ; Laki-Laki; 
17; 35%

Jumlah ; 
Perempuan; 31; 

65%

Rekapitulasi Data Pegawai Di Biro Hukor 
Menurut Jenis Kelamin

1

2

Suncang 
Ahli 

Madya
1

Suncang Ahli Muda
3

Suncang Ahli Pertama
6 Analis 

Hukum Ahli 
Madya

1

Analis 
Hukum Ahli 

Muda
2

Analis 
Hukum Ahli 

Pertama
1

Analis Kebijakan 
Ahli Madya

1
Analis Kebijakan Ahli 

Muda
2

Analis Kebijakan Ahli 
Pertama

4

Pengawas Farmasi dan 
Makanan Ahli Madya

2

Pengawas Farmasi dan 
Makanan Ahli Muda

6

Pengawa
s Farmasi 

dan 
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Melihat gambar di atas sesuai dengan jenis kelamin dan pendidikan pegawai di lingkungan Biro 
Hukum dan Organisasi, terlihat jumlah perempuan lebih mendominasi, dikarenakan minat untuk 
bekerja pada unit organisasi dan tingkat kelululsan lebih didominasi oleh perempuan. Selain 
pemenuhan pegawai berdasarkan kompetensi dan jenis kelamin. Dalam pemenuhan kompetensi 
Biro Hukum dan Organisasi juga telah melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi sesuai 
dengan jabatan yang diampu masing-masing pegawai sebagaimana terdapat pada lampiran 1. 
 
Namun melihat gambar di atas belum terpenuhinya semua kompetensi tersebut, dikarenakan 
adanya beban pekerjaan yang melebihi maupun anggaran yang belum mengakomodir dalam 
pencapaian kompetesnsi tersebut. Tindaklanjut hal dimaksud Biro Hukum dan Organsiasi terus 
berupaya mendorong pegawai melakukan pengembangan kompetensi secara daring amupun 
mengikuti kompetensi lainnya yang tidak dikenakan biaya. Selain terkait kebutuhan kompetensi 
Biro Hukum dan Organsiasi juga melakukan identifikasi kebutuhan pegawai yang telah 
disesuaikan dengan fungsionalnya sebagai mana terlampir pada lampiran 2.  
 
Pemenuhan kebutuhan di atas belum sepenuhnya terpenuhi di Biro Hukum dan Organisasi guna 
perkuatan  pencapaian kinerja dan perhitungan Beban Pekerjaan yang ada, ini dirasa perlu 
dilakukan penambahan baik CPNS maupun PPPK sesuai dengan jabatan fungsionalnya. 

B. Sarana dan Prasarana 
Dalam mendukung terlaksananya seluruh kegiatan Biro Hukum dan Organisasi selain diperlukan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, perlu juga didukung dengan adanya sarana 

dan prasarana penunjang. Adanya perubahan pola kerja menyesuaikan kondisi selama masa 

pandemi Covid-19 dan perubahan penempatan ruang kerja Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 

2022 berusaha mengadakan fasilitas kantor berupa komputer, laptop dan alat pengolah data 

lainnya. Daftar penambahan inventaris kantor berupa aset tetap yang dilaksanakan pada tahun 

2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. 

C. Anggaran 
Selain dukungan SDM Unit Organisasi didukung juga Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Pada 

Tahun 2022, adalah tahun dimana adanya pandemic covid-19 sehingga adanya pemotongan 

anggaran sebanyak 1 (satu) kali di Biro Hukum dan Organisasi pada Tahun 2022, namun tidak 

menurunkan pencapaian kinerja maupun anggaran. Untuk Pagu anggaran tahun 2022 sebesar 

Rp12.120.615.000,- dengan realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi 2021 adalah sebesar 

Rp12.059.712,- atau sebesar 99,50% dari total pagu anggaran, dengan rincian output 

sebagaimana tergambar pada gambar 10 di bawah ini dan rincian per sasaran strategis 

sebagaimana terdapat pada Lampiran 4.  
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GAMBAR 10 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PER INDIKATOR BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2020-2022 
 

 

Sasaran Strategis 
Nama 

Indikator 

Volume Realisasi  

Target Realisasi 
Pagu Realisasi Capaian 

(%) 

Meningkatnya Kualitas 
Dukungan Manajemen 
dan Tugas Teknis 
Lainnya Biro Hukum 
dan Organisasi 

 

01- Nilai RB BPOM Penataan Peraturan 
Perundang-undangan - - 333.653.000 333.635.900 99,99 

02- Nilai RB BPOM Penataan dan 
Penguatan Organisasi 

- - 238.077.000 237.646.376 99,82 

03- Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana - - 648.795.000 648.656.565 99,98 

04- Nilai RB BPOM Peningkatan Pelayanan 
Publik 

- - 368.849.000 368.845.850 100 

Meningkatnya 
kepuasan masyarakat 
dan Internal BPOM 
terhadap kinerja 
layanan Biro Hukum 
dan Organisasi 

01- Indeks Kepuasan masyarakat terhadap 
Layanan Pengaduan dan Informasi 

88 95,17 69.071.000 69.066.500 99,99 

02- Indeks Kepuasan Internal Biro Hukum 
dan Organisasi 3,75 3,75 86.654.000 86.648.700 99,99 

Organisasi yang tepat 
fungsi, tepat proses, 
dan tepat ukuran 

01- Persentase unit organisasi yang 
dilakukan penataan  

100 100 703.808.000 703.313.508 99,93 

02- Persentase unit organisasi yang 
menerapkan proses bisnis sesuai ISO 
9001:2015 

100 100 799.732.000 799.640.450 99,99 

Tersedianya Peraturan 
Perundang-Undangan 
di Bidang Obat dan 
Makanan 

01-Persentase Peraturan Perundang-
undangan yang disusun 

100 100 2.650.311.000 2.650.128.037 99,99 

Tersedianya Advokasi 
hukum yang efektif 

01-Persentase Advokasi hukum yang 
ditindaklanjuti 100 100 1.874.095.000 1.874.089.263 100 

Meningkatnya Kualitas 
Layanan Komunikasi, 
Informasi, 
Dokumentasi, Edukasi, 
dan Pengaduan 
Masyarakat 

01- Presentase layanan pengaduan dan 
informasi yang selesai ditindaklanjuti 

99,4 99,4 707.031.000 706.900.969 99,98 

02- Tingkat efektifitas KIE Obat dan 
Makanan yang dilaksanakan 94,37 94,54 2.155.585.000 2.155.431.517 99,99 

03- Indeks Pelayanan Publik 4,55 4,90 266.302.000 266.180.350 99,95 

Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintahan di 
lingkup Biro Hukum 
dan Organisasi yang 
optimal 

01-Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi 

86,25 92,02 60.684.000 60.683.199 100 

Terwujudnya SDM 
Biro Hukum dan 
Organisasi yang 
berkinerja optimal 

 

01-Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum 
dan Organisasi 

85 82,98 34.132.000 34.132.000 100 

Menguatnya 
pengelolaan data dan 
informasi pengawasan 
Obat dan Makanan di 
Biro Hukum dan 
Organisasi 

01-Indeks pengelolaan data dan informasi 
Biro Hukum dan Organisasi yang optimal  

2,25 2,25 72.294.000 72.294.000 100 

Terkelolanya 
Keuangan Biro Hukum 
dan Organisasi secara 
Akuntabel  

 

01-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 
Biro Hukum dan Organisasi 

Efisien 

95,5% 
95,5% 1.051.542.000 1.051.537.409 100 
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GAMBAR 11 REALISASI CAPAIAN ANGGARAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2020-2022 

          Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan persentase pencapaian 
realisasi anggaran, ini disebabkan karena aplikasi sistem keuangan yang masih terus 
perbaikan sehingga data yang ada pada aplikasi berubah-ubah dan mempengaruhi penarikan 
dana, sebagai tindaklanjut untuk kedepannya Biro Hukum dan Organisasi telah membuat 
sheet pada aplikasi SIMOLEK hukor yang dimiliki unit organisasi untuk pemantauan secara 
manual untuk penarikan dana awal sehingga data yang penarikan dana yang ada pada aplikasi 
sama dengan data yang diinput manual. 
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BAB III  

HASIL KEGIATAN 
 

Laporan Tahunan 2022 ini dimaksudkan sebagai evaluasi selama tahun 2022. Evaluasi dilakukan 
pada 9 (sembilan) sasaran program dengan 17 (tujuh belas) indikator yang telah ditetapkan 
seperti dijabarkan pada BAB I di atas.  Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 
(RAPK) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Data capaian 
RAPK per bulan sebagaimana Lampiran 5 Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing 
sasaran program Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2022 yang akan dijelaskan di bawah ini: 

A. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis 

Lainnya Biro Hukum Dan Organisasi 
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) indikator yang tergambar sebagai berikut: 

Inidkator Target 2022 Realisasi Kategori 
Nilai RB BPOM 
Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 

4.5 4.12  
(Penilaian Tahun 2021)* 

 

Nilai RB BPOM 
Penataan dan 
Penguatan 
Organisasi 

7.41 7.43 
(Penilaian Tahun 2021)* 

 

Nilaia RB BPOM 
Penataan tata 
laksana 

5.47 4.88 
(Penilaian Tahun 2021)* 

 

Nilai RB BPOM 
Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 

5.76 5.67 
(Penilaian Tahun 2021)* 

 

TABEL 1 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 1 

Catatan *: Nilai tahun 2022 belum keluar dari Kemen PANRB 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Dukungan 

Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi” Tahun 2022 rata dengan 

kategori kurang efektif, dikarenakan nilai yang disampaikan adalah hasil penilaian Kemen 

PANRB Tahun 2021, untuk hasil Tahun 2022 belum diberikan hasil penilaian oleh Kemen PANRB. 

Hal ini menunjukan bahwa mitigasi risiko terhadap 4 indikator di atas perlu diutamakan guna 

mendorong pimpinan dalam melaukan koordinasi dengan Kemen PANRB terkait hasil penilaian 

dimaksud.  
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1.1. Analisis Capaian Sasaran Kegiatan I 

1. Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan: 
a. Telah ditetapkan 35 (tiga puluh lima) Peraturan Badan POM, 127 (seratus dua puluh 

tujuh) Keputusan Kepala Badan POM, dan 84 (delapan puluh empat) 
b. Rumusan Perjanjian. 
c. Badan POM turut serta juga melakukan pembahasan terhadap beberapa rancangan 

peraturan perundang-undangan antara lain: 
1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Obat dan Makanan. 
2. RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. 
3. RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 
4. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 

tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 
Tembakau bagi Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan. 

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan IV tahun 2022 yang menunjang pencapaian 
indikator area perubahan penataan peraturan perundangundangan/deregulasi kebijakan 
di lingkup Sekretariat Utama yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-
undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan 
tahapan kegiatan sebagai berikut: 
a. melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap 

seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron setiap tahun 
secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkup strategis terkait pengawasan 
di bidang Obat dan Makanan; 

b. menyusun rencana tahunan merevisi peraturan perundang-undangan berdasarkan 
hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terkini dengan memperhatikan tata cara 
pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pada aspek transparansi 
dengan pelaksanaan konsultasi public dan/atau apabila diperlukan notifikasi ke WTO; 

c. penyusunan peraturan perundang-undangan; dan 
d. sosialisasi peraturan perundang-undangan. 
Kendala: proses penyusunan peraturan perundang-undangan oleh unit teknis 
belum dapat dipantau oleh Biro Hukum dan Organisasi secara optimal. 
Rencana tindak lanjut: 

a. Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundangundangan 

menggunakan sistem pengendalian; dan 

b. Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis 

terkait. 

2. Penataan dan Penguatan Organisasi: 

a. Penataan dan Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM 

1) Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM 
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Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi, telah ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 

22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan BPOM yang menyederhanakan tipologi UPT BPOM semula 4 (empat) 

klasifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Penyederhanaan klasifikasi ini diikuti dengan 

perlunya perubahan kriteria 

klasifikasi dan nilai ambang batas untuk setiap klasifikasi yang sebelumnya tertuang 

pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di 

Lingkungan BPOM. BPOM mengusulkan perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM 

kepada Kementerian PANRB dan telah dilakukan audiensi dengan pembahasan pada 

tanggal 21 Juni 2022. Berdasarkan hasil pembahasan usulan perubahan kriteria 

klasifikasi UPT BPOM dengan Kementerian PANRB tanggal 4 Februari 2022, telah 

disampaikan Surat Plt. Sekretaris Utama kepada Kementerian PANRB Nomor B-

OT.01.02.2.22.02.22.175 tanggal 25 Februari 2022 hal Penyampaian Tindak Lanjut 

Pembahasan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM. Persetujuan terhadap Rancangan 

Kriteria Klasifikasi UPT menjadi sangat penting dan mendesak mengingat kriteria 

klasifikasi yang telah disetujui  ditetapkan akan menjadi dasar dalam evaluasi dan 

peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM. 

Kendala: penjadwalan diskusi dengan Kementerian PANRB yang membutuhkan waktu. 

Rencana Tindak Lanjut: melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk 

persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB. 

2) Peningkatan Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM Dalam rangka peningkatan 

efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, diperlukan 

peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM sesuai kebutuhan organisasi dan 

perkembangan lingkungan strategis. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah 

melakukan evaluasi kelembagaan yang disertai dengan evaluasi wilayah kerja UPT dan 

evaluasi klasifikasi UPT. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPOM dalam 

penataan kelembagaan khususnya penataan UPT untuk mewujudkan organisasi yang 

tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sehingga pengawasan Obat dan Makanan 

dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil 

evaluasi klasifikasi dengan mengacu pada rancangan Kriteria Klasifikasi UPT, 

penataan UPT di lingkungan BPOM perlu dilakukan melalui: 

a. Peningkatan klasifikasi UPT, pada: 

i. 8 (Delapan) Balai POM menjadi Balai Besar POM; dan 
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ii. 25 (Dua puluh lima) Loka POM menjadi Balai POM. 

b. Pengubahan UPT dengan perpindahan lokasi kantor UPT, yaitu: semula Loka POM di 

Kabupaten Indragiri Hilir ke Kabupaten Indragiri Hulu; dan 

c. Pembentukan 2 (dua) UPT, yaitu: 

i. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sambas; dan 

ii. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. 

Usulan perpindahan lokasi kantor UPT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ke 

Kabupaten Indragiri Hulu telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kementerian 

PANRB dan diundangkan serta ditetapkan pada Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 

2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Kendala: Peningkatan klasifikasi UPT sangat bergantung dengan Rancangan Kriteria 

Klasifikasi yang masih dalam pembahasan dengan Kemen PAN-RB. 

Rencana Tindak Lanjut: Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan 

Kriteria Klasifikasi UPT. 

b. Evaluasi Kelembagaan BPOM 

Menindaklanjuti evaluasi kelembagaan BPOM Tahun 2021, BPOM mengusulkan adanya 

penataan organisasi dan tata kerja BPOM dan telah mendapatkan persetujuan prinsip 

dari penataan OTK BPOM dari Kementerian PANRB melalui Surat Menteri PANRB 

Nomor B/363/M.KT.01/2022 tanggal 18 April 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil persetujuannya adalah sebagai 

berikut: 

a. perubahan nomenklatur Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menjadi Pusat 

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan; 

b. pemisahan satu unit Eselon III Bagian Pengadaan dan BMN menjadi dua unit 

Eselon III yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Pengelolaan Barang 

Milik Negara di Biro Umum; 

c. penambahan fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan, dan Kosmetik; dan 

d. penyesuaian fungsi pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat I,dan 

Inspektorat II. 
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Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM telah ditetapkan pada Peraturan BPOM 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan telah disampaikan kepada 

seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan BPOM. 

c.  Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. 

Sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan 

publik yang baik, BPOM telah mengusulkan 3 UPP sebagai lokus penilaian evaluasi 

penilaian UPP BPOM tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kementerian 

PANRB Pembina Pelayanan Publik 

d. Pengawalan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM dan Unit Eselon 1 Koordinasi pelaksanaan 

evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) BPOM dan 4 (empat) unit Deputi tahun 2022 oleh Kementerian 

PANRB yang diselenggarakan secara virtual tanggal 19 s.d. 20 September 2022. 

 

                      
GAMBAR 12 EVALUASI IMPLEMENTASI RB DAN SAKIP TAHUN 2022 OLEH KEMENTERIAN PANRB 

 

3. Penataan tatalaksana 
a. Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM Awareness QMS ISO 9001:2015 merupakan 

kegiatan berkelanjutan BPOM untuk peningkatan kompetensi personil dalam rangka 

penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan 

persamaan persepsi untuk seluruh Manajer Representatif untuk seluruh Unit Kerja 

Pusat, Balai Besar/Balai dan Loka POM, dilaksanakan awareness QMS terhadap 

perwakilan dari Manajemen Representatif Unit Kerja Pusat pada 12 Mei 2022 di 

Bekasi. Terhadap perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai 

Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur, awareness telah 

dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di Balai Besar POM Makassar. Kegiatan 

Awareness QMS untuk perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai 

Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Tengah diselenggarakan tanggal 
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30 Mei 2022 di Balai Besar POM Semarang. Kegiatan Awareness QMS yang dihadiri 

perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah 

Indonesia Bagian Barat berlangsung tanggal 3 Juni 2022 di Balai Besar POM Padang. 

 

                                  
GAMBAR 13 PELAKSANAAN AWARENESS QMS TERHADAP UPT BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM DI 

WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR 

 
b. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 BPOM 

    Pelaksanaan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 BPOM tahun 

2022 dilakukan untuk 104 (seratus empat) Unit Kerja yang terdiri dari pelaksanaan 

sertifikasi, resertifikasi, dan surveilan. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan pada 2 

(dua) Unit Kerja Pusat yang terdiri atas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat 

Siber Obat dan Makanan. Pelaksanaan resertifikasi dilakukan pada 3 (tiga) UPT 

BPOM yang terdiri atas Balai POM di Mamuju, Loka POM di Kota Tanjungpinang, dan 

Loka POM di Kabupaten Ende sementara untuk surveilan dilakukan pada 99 (sembilan 

puluh sembilan) Unit Organisasi BPOM yang terdiri atas 1 (satu) Manajemen Puncak 

BPOM, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai 

POM dan 37 (tiga puluh tujuh) Loka POM di Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan 

proses tersebut telah dilakukan audit sertifikasi, resertifikasi, dan surveilan ISO 

9001:2015 terhadap 104 (seratus empat) Unit Kerja. Untuk pelaksanaan audit 

eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 BPOM telah selesai dilakukan 

pada tanggal 23 September 2022 dan kegiatan exit meeting pada tanggal 11 Oktober 

2022. Exit meeting dihadiri oleh Deputi Manajemen Puncak BPOM, seluruh Kepala 

Unit Kerja, Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor 

Internal, Lead Auditor PT Sucofindo serta Perwakilan Manajemen Representatif 

Unit Kerja BPOM secara daring melalui zoom meeting. Pada pertemuan exit meeting, 

Penyedia jasa konsultansi ISO 9001:2015 dari PT Sucofindo menyampaikan hasil 

pelaksanaan kegiatan audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilan ISO 9001:2015 

tahun 2022 dengan perolehan sertifikat/surat rekomendasi ISO 9001:2015 untuk 
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104 (seratus dua) unit organisasi yang terdiri dari Manajemen Puncak BPOM, 30 (tiga 

puluh) Unit Kerja Pusat, 34 (tiga puluh empat) Balai Besar/Balai POM dan 39 (tiga 

puluh sembilan) Loka POM di Kabupaten/Kota. 

 
GAMBAR 14 AUDIT EKTERNAL QMS ISO 9001:2015 DI BBPOM PALEMBANG 

TANGGAL 25 AGUSTUS 2022 
 

c. Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri SPIP-T BPOM Tahun 2021/2022 oleh 

   BPKP Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah 

menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah 

satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi 

Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Untuk mengetahui tingkat 

maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur 

SPIP. Kegiatan evaluasi Desk Evaluasi SPIP-T BPOM dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 

7 September 2022 oleh tim evaluator BPKP terhadap 6 (enam) Unit Kerja yaitu 

Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, 

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat 

dan Makanan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali hasil Penilaian 

Mandiri yang sudah dilakukan oleh Unit Kerja BPOM. Kegiatan meliputi konfirmasi atas 

pengisian Kertas Kerja SPIP-T, pendalaman informasi mengenai kebijakan dan 

implementasi yang berlaku, tugas dan fungsi Unit Kerja, proses bisnis yang berlaku, 

dan penambahan data dukung yang diperlukan pada kertas kerja SPIP-T. 

d. Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM 

    Pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional BPOM tanggal 8 s.d. 9 November 2022 di Jakarta 

yang diadakan back to back dengan Tinjauan Manajemen BPOM ISO 9001:2015. 

Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM merupakan evaluasi 

atas penerapan QMS BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan 

kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan klausul ISO 

9001:2015 9.3 Management Reviu, Manajemen puncak harus meninjau sistem 
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manajemen mutu organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan 

kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi. 

Evaluasi pelaksanaan QMS BPOM tahun 2022 telah dilakukan melalui audit internal dan 

audit eksternal. Audit internal dilakukan tanggal 20 April s.d. 8 Juni 2022 pada 

Manajemen Puncak, 30 Unit Kerja Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM 

di bawah koordinasi Inspektorat II selaku Koordinator Auditor Internal dengan 

mengintegrasikan persyaratan Standar ISO 9001:2015, SPIP, RB Unit Kerja 

pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Sistem Manajemen Laboratorium SNI 

ISO/IEC 17025:2017, ISO 17034:2016 khusus untuk laboratorium baku pembanding 

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebagai Produsen Bahan 

Acuan, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018. 

Audit Eksternal dilakukan tanggal 19 Juli s.d. 23 September 2022 oleh penyedia 

eksternal PT Sucofindo terhadap 104 (seratus empat) Unit Organisasi. Berdasarkan 

hasil closing meeting oleh PT Sucofindo pada tanggal 11 Oktober 2022 seluruh Unit 

Kerja direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2015. Pada 

kesempatan ini, Sekretaris Utama selaku Deputi Manajemen Puncak menyerahkan 

Sertifikat ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Direktorat Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen. 

 

                                                
GAMBAR 15 PENYERAHAN SERTIFIKAT ISO 9001:2015 SECARA SIMBOLIS KEPADA DIREKTORAT PMPU 

OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN OLEH 

SEKRETARIS UTAMA 

e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Subsite QMS BPOM  

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan subsite QMS untuk 

penambahan fitur jumlah pengunjung subsite, penambahan fitur FAQ, dan 

pemanfaatan server development untuk pengembangan subsite QMS. Penambahan 

fitur jumlah pengunjung subsite QMS akan memuat pengunjung per hari, per bulan, per 

tahun, umur yang mengakses, dari mana asal pengunjung yang masuk, jenis kelamin 

pengunjung dan lain-lain. Penambahan fitur jumlah pengunjung subsite dapat 

menggunakan google analytics. Penambahan fitur FAQ pada subsite QMS dapat berupa 
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daftar pertanyaan dengan dilengkapi daftar jawaban yang sering ditanyakan oleh 

pengguna subsite QMS. Pemanfaatan server development untuk pengembangan subsite 

QMS ketika ada perubahan yang kemungkinan menyebabkan masalah maka perubahan 

dilakukan terlebih dahulu di server development. Pengembangan subsite QMS 

dijadwalkan selesai pada Triwulan I tahun 2023 dan dapat diterapkan pada Triwulan 

II tahun 2023. 

f.  Finalisasi Manual Organisasi Integrasi BPOM dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem 

Manajemen Laboratorium dan SNI ISO/IEC 17043:2010 merupakan persyaratan 

umum Uji Profisiensi pada Laboratorium. Finalisasi Manual Organisasi Integrasi BPOM 

dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17043:2010 dilakukan untuk 

persiapan akreditasi Laboratorium Digital Forensik Obat dan Makanan serta 

menyelaraskan dokumen Manual Organisasi Integrasi BPOM dengan pemenuhan 

persyaratan dokumen akreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 Persyaratan Umum Uji 

Profisiensi pada Laboratorium di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan 

Nasional. Pembahasan finalisasi Manual Organisasi Integrasi dilaksanakan pada 19 

Desember 2022 secara daring dan melibatkan Inspektorat II, Pusat Pengembangan 

Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Biro 

Hukum dan Organisasi. Hasil pembahasan adalah penyesuaian narasi pada butir-butir 

Manual Organisasi Integrasi untuk mengakomodasi persiapan akreditasi Laboratorium 

Digital Forensik Obat dan Makanan dan menyelaraskan dengan pemenuhan persyaratan 

dokumen akreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 pada Laboratorium di Pusat 

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. 

 
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di 

lingkungan Sekretariat Utama di triwulan I0056 tahun 2022 yaitu: 

a. Pelaksanaan penilaian kinerja UPP tahun 2022 di lingkungan Sekretariat Utama. 

b. Peningkatan kompetensi bagi petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama. 

c. Review Standar Pelayanan Publik Eksternal dan Internal serta Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat Utama. 

d. Implementasi Pedoman tentang Sistem Reward dan Punishment bagi Pelaksana Pelayanan 

serta Pemberian Kompensasi kepada Penerima Pelayanan bila Pelayanan Tidak Sesuai 

Standar. 

e. Pelaksanaan pelayanan publik tatap muka di lingkungan Sekretariat Utama. 
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f. Pemanfaatan Sistem Manajemen Pengetahuan BPOM (SIMPHONI BPOM) dalam rangka 

budaya sharing knowledge maupun publikasi inovasi di lingkungan Sekretariat Utama. 

g. Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan Pelaksanaan pelayanan. 

h. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu di lingkungan. 

i. Sekretariat Utama melalui SP4N-LAPOR!, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan 

HaloBPOM Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan 

Sekretariat Utama. 

Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Utama dan Pelaksanaan monev rencana aksi 

peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama per triwulan. 

Kendala/hambatan: koordinasi dalam monitoring dan evaluasi implementasi tindak lanjut 

peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama masih perlu 

ditingkatkan.  

Rencana tindak lanjut: melakukan monev implementasi rencana aksi peningkatan kualitas 

pelayanan publik di lingkup settama tahun 2022 per triwulan. 
 

Selain itu juga Biro Hukum dan Organisasi melalukan mengawalan inovasi di lingkungan BPOM 

dengan melakukan Penilaian UPP. Tahun 2022 Biro Hukum dan Organisasi melakukan 

pengawalan kepada BBPOM di Yogyakarta dengan mengikuti Kategori Pelayanan Prima 

Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2022, pilihan UPP sesuai skala prioritas adalah 

sebagai berikut: 

a. Balai Besar POM di Yogyakarta. 

b. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. 

c. Balai Besar POM di Surabaya. 

Berdasarkan usulan tersebut, Balai Besar POM di Yogyakarta dipilih sebagai lokus evaluasi 

oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB yang dilaksanakan 

pada tanggal 5 September secara daring. Dalam Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik 

dan RB pada 6 Desember 2022 Balai Besar POM di Yogyakarta memperoleh penghargaan 
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kategori “Pelayanan Prima” dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,56. 

              

GAMBAR 16 PIAGAM PENGHARGAAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA SEBAGAI UPP 

KATEGORI PELAYANAN PRIMA 

B. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dan Internal Bpom Terhadap 

Kinerja Layanan Biro Hukum Dan Organisasi 
       Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2(dua) indikator yang tergambar sebagai berikut: 

Inidkator Target 2022 Realisasi Kategori 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Pengaduan dan 
Informasi 

88 95.17  
 

 

Indeks Kepuasaan Internal 
BPOM terhdap layanan Biro 
Hukum dan Organisasi 

3.75 3.75 
 

 

TABEL 2 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat 

dan Internal BPOM terhadap Kinerja Layanan Biro Hukum dan Organisasi” Tahun 2022 

efektif, hasil pelayanan yang diberikan oleh Biro Hukum dan Organisasi terbukti efektif dan 

jelas dalam memberikan pelayanan dan sejalan dengan pencapaian anggaran yang digunakan, 

sebagai tindaklanjut kedepannya Biro Hukum dan Organisasi terus memberikan pelayanan 

dengan baik dan sigap dalam melayani setiap pengaduan.   

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat 

kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan 

pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Cara perhitungan 

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung 

berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. 

Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) 

Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) 

Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; 

(8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil 

survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu: 

                              Nilai interval Mutu pelayanan Kinerja unit pelayanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan 

informasi sedang dilaksanakan di triwulan I sampai dengan III tahun 2022, dengan total 

target responden sebanyak 356 orang yang merupakan pengguna layanan pengaduan dan 

informasi periode Januari hingga September Tahun 2022. Pengambilan data dilakukan 

secara telesurvei dan online menggunakan aplikasi SAPA APIP. Kegiatan yang telah 

dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator 

yaitu: 

a. Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil 

Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi 

Obat dan Makanan melalui berbagai media 

b. Pemanfaatan Aplikasi Contact Center (new version) yang mengintegrasikan media 

pelayanan melalui WA, SMS, email dan media sosial sehingga pelayanan terdata secara 

real time dan dapat cepat direspon. 

c. Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2022 

d. Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjut rujukan layanan 

pengaduan dan informasi 

e. Peningkatan kompetensi Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM dan pelaksana layanan 

melalui Bimbingan Teknis Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 

(LAPOR!) dan Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) Ver.2022 dalam Rangka Penguatan 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 

Nilai Interval Mutu Pelayanan Kategori 
25,00 – 64,99 D tidak baik 

 
65,00 – 76,60 C kurang baik 

 
76,61 – 88,30 B Baik 
88,31 – 100,00 A Sangat Baik 

TABEL 3 NILAI INTERVAL MUTU PELAYANAN KINERJA UNIT PELAYANAN 
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f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan 

informasi Obat dan Makanan pada triwulan I s.d. IV. 

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan 

informasi Obat dan Makanan setiap triwulan 

Rencana tindak lanjut: 

1. Continuous improvement dalam pengelolaan pelayanan pengaduan dan informasi Obat 

dan Makanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan. 

2. Pelaksanaan dan monev Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2021-

2024 sebagaimana Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 

Tahun 2021 tentang rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Badan 

pengawas obat dan makanan tahun 2021-2024. 

 
2. Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi 
 

Dalam rangka pemenuhan penilaian komponen hasil pembangunan zona integritas terhadap 

aspek birokrasi yang bersih dan akuntabel serta aspek pelayanan publik yang prima maka 

dilakukan penilaian oleh pelanggan baik internal maupun eksternal Biro Hukum dan 

Organisasi melalui survei eksternal persepsi anti korupsi dan persepsi kualitas pelayanan 

publik yang menghasilkan nilai indeks IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi) dan IPP (Indeks 

Pelayanan Publik). Maksud dan tujuan dari kegiatan survei ini mengetahui sejauhmana 

persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan publik dan anti korupsi yang diberikan oleh 

Biro Hukum dan Organisasi. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup 50 responden terdiri dari 

Unit Pelaksana Teknis,Balai Besar/Balai POM dan Loka POM serta masyarakat eksternal 

penerima layanan Biro Hukum dan Organisasi. Dasar HukumPeraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangungan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani di Instansi Pemerintah. Pada aplikasi SAPAAPIP, 

Biro Hukum dan Organisasi mendapatkan nilai indeks persepsi anti korupsi sebesar 3,86 

dari 50 responden yang mengisi kuesioner. 
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GAMBAR 17 INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 

          Sumber Data : sapaapip.pom.go.id 
 

dan pada Gambar 17 , responden menjawab sangat baik paling banyak pada komponen 

pelayanan sesuai prosedur tanpa indikasi kecurangan dan praktik tanpa pemberian imbalan. 

Responden menjawab baik paling banyak pada komponen integritas petugas dan tanpa 

praktik pungutan liar. 

Keterangan 

IPAK 1 : Integritas Petugas 

IPAK 2 : Layanan tanpa Diskriminasi 

IPAK 3 : Pelayanan Sesuai Prosedur tanpa Indikasi Kecurangan 

IPAK 4 : Praktik tanpa Pemberian Imbalan 

IPAK 5 : Tanpa Praktik Pungutan Liar 

IPAK 6 : Tanpa Praktik Percaloan/Perantara/Biro 

Berdasarkan hasil penilaian melalui aplikasiSAPAAPIP BPOM, Indeks Pelayanan Publik dan 

Indeks Persepsi Anti Korupsi Biro Hukum dan Organisasi telah memenuhi syarat untuk 

mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas 

Melayani. Selain itu, nilai IPP Biro Hukum dan Orgnisasi meningkat 0,01 dari tahun 2021 

menjadi 3,75 dan nilai IPAK meningkat 0,06 dari tahun 2021 menjadi 3,86. 
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GAMBAR 18 DIAGRAM UNSUR PENIALAIAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 

Keterangan 

IPAK 1 : Integritas Petugas 
IPAK 2 : Layanan tanpa Diskriminasi 
IPAK 3 : Pelayanan Sesuai Prosedur tanpa Indikasi Kecurangan 
IPAK 4 : Praktik tanpa Pemberian Imbalan 
IPAK 5 : Tanpa Praktik Pungutan Liar 
IPAK 6 : Tanpa Praktik Percaloan/Perantara/Biro 

 

Berdasarkan hasil penilaian melalui aplikasi SAPAAPIP BPOM, Indeks Pelayanan Publik dan 

Indeks Persepsi Anti Korupsi Biro Hukum dan Organisasi telah memenuhi syarat untuk 

mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas 

Melayani. Selain itu, nilai IPP Biro Hukum dan Organisasi meningkat 0,01 dari tahun 2021 

menjadi 3,75 dan nilai IPAK meningkat 0,06 dari tahun 2021 menjadi 3,86. 

 

GAMBAR 19 HASIL PENGOLAHAN IPP-IPAK PADA SAPA APIP BPOM 
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Rencana Tindaklanjut: 
 

1. Muatan kuesioner survei IPP terdapat 9 (Sembilan) butir pertanyaan dan survei IPAK 

terdapat 6 (enam) butir pertanyaan yang menjadi kriteria penilaian dalam pelasanaan 

pembangunan Zona Integritas Reformasi Birokrasi. 

2. Jumlah responden yang melakukan survei telah terpenuhi sebanyak 50 orang dari seluruh 

unit pelaksana teknis dan masyarakat eksternal dengan berbagai profesi, usia dan 

pekerjaan dan diselenggarakan tepat waktu sesuai jadwal yang diberikan. 

3. Hasil nilai indeks pelayanan publik Biro Hukum dan Organisasi sebesar 3,75 dan nilai indeks 

persepsi anti korupsi sebesar 3,86 dari 50 responden yang mengisi kuesioner. 

4. Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Biro Hukum dan Organisasi telah 

memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Bebas Melayani serta telah memenuhi target yang dituangkan pada 

Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Organisasi.  

C. Organisasi Yang Tepat Fungsi , Tepat Proses Dan Tepat Ukuran 
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) indikator yang tergambar sebagai berikut: 

Inidkator Target 2022 Realisasi Kategori 
Persentase Unit Organisasi 
yang dilakukan penataan 

100 100 
 

 

Persentase Unit Organisasi 
yang menerapkan proses 
bisnis sesuai ISO 9001:2015 

100 100 
 

 

TABEL 4 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 3 

 

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan  tabel diatas yaitu “Organisasi yang tepat fungsi , 

tepat proses dan tepat ukuran” sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dari target 100% 

sehingga capaian indikator adalah 100,00%.  

1. Persentase Unit Organisasi yang dilakukan penataan 

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana 

teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM terdiri atas 33 unit 

kerja pusat meliputi 30 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN serta 73 UPT 

BPOM meliputi 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM. Penataan organisasi dilakukan 

melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata 

laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri 

PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka 

kelembagaan BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut: 
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− Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT 

− Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat 

− Tahun 2022: Penataan organisasi UPT 

− Tahun 2023: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat 

− Tahun 2024: Penataan organisasi UPT 

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan 

membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan 

total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Dari 106 total Unit Kerja Pusat (30 unit eselon II 

pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN) dan UPT (33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka 

POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 106 Unit Kerja Pusat dan atau 

UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan sebesar 100%. Kegiatan 

yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1. Menyampaikan permintaan persetujuan prinsip dan melakukan audiensi dengan 

Kementerian PANRB. 

2. Menyampaikan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang OTK UPT diLingkungan BPOM ke 

seluruh unit kerja dan UPT. 

3. Melakukan pendampingan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) kebeberapa Unit 

Pelayanan Publik. 

2. Persentase Unit Organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai dengan ISO 
9001:2015 
sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator 

adalah 100%. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan 

unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Proses bisnis adalah 

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja 

sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai 

tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai 

Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) berdasarkan perolehan sertifikat 

ISO 9001:2015. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan 

unit kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), 

dihitung pada tahun n+2. Cara perhitungan persentase unit organisasi yang menerapkan 

proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang 

menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Pada tahun 
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2022, persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 

belum mencapai target karena pencapaian kegiatan audit eksternal dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2022. Dari 105 total unit organisasi di BPOM, pada tahun 2022 ditargetkan 

104 unit kerja yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015, sedangkan 2 unit 

kerja (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan) ditargetkan 

pada tahun 2022. 

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang 

pencapaian indikator antara lain: 

a. Reviu Tinjau Ulang Proses Bisnis BPOM dengan mengadakan pembahasan bersama unit 

kerja terkait. 

b. Pembahasan dalam rangka Integrasi Manual Organisasi BPOM dengan ISO 45001:2018. 

c. Bimbingan teknis pendampingan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Direktorat 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, 

dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan. 

D. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Obat Dan 

Makanan 
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut: 

Indikator Target 2022 Realisasi Kategori 
Persentase Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
disusun 

100 100 
 

 

TABEL 5 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN 4 

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan tabel diatas yaitu “Tersedianya Peraturan 

Perundang-Undangan di bidang Obat dan Makanan” sampai dengan tahun 2022 adalah 

100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100%. Sampai dengan triwulan 

IV tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sejumlah 246 perUU dari 

246 perUU yang disusun, sehingga persentase peraturan perundang-undangan yang disusun 

adalah 100%. 

Tahun 2022, telah ditetapkan 35 (Tiga Puluh Lima) Peraturan Badan POM, 127 (Seratus 

Dua Puluh Tujuh) Keputusan Kepala Badan POM, dan 84 (Delapan Puluh Empat) Rumusan 

Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 Rancangan Undang-Undang 

dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan 

POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang 
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Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 

Dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan Undang-Undang: 

Rancangan undang-undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan. 

Rancangan Peraturan Pemerintah 

 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat 
dan Makanan 

 Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat 
Kesehatan. 

 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. 

Peraturan Badan POM 

 Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim 

Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan 

 Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan 

Industri Farmasi Dan Pedagang Besar Farmasi 

 Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis 

Klaim Kosmetika 

 Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa Dan 

Kelurahan Pangan Aman 

 Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Barang Bukti Di Lingkungan Badan POM 

 Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Di 

Lingkungan Badan POM 

 Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu 

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan 

Tahun Anggaran 2022 
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Selain peraturan perundang-undagan yang disusun Biro Hukum adn Organisasi melakukan 

kegiatan yang menunjang pencapaian indikator antara lain: 

a. Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan 

perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis pemrakarsa dan unit 

teknis terkait. 

b. Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Peraturan Badan POM 

 Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Uji 

Bioekivalensi 

 Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara 

Pembuatan Obat Yang Baik Di Rumah Sakit 

 Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Badan POM 

 Peraturan Badan POM Nomor 14 tahun 2022 tentang Penarikan Dan 

Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan 

Keamanan, Khasiat, Mutu, Dan Label 

 Peraturan Badan POM Nomor 15 tahun 2022 tentang Penerapan 

Farmakovigilans 

 Peraturan Badan POM Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengawasan Peredaran 

Obat Donasi di Wilayah Indonesia 

 Peraturan Badan POM Nomor 17 tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis 

Bahan Kosmetika 

 Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Cara 

Pembuatan Obat Yang Baik Di Sarana Pengolahan Produk Berbasis Sel Dan 

Jaringan Manusia 

 Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2022 tentang Pedoman Klaim 

Suplemen Kesehatan 

 Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan 

Badan POM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Fungsional Di Lingkungan Badan POM 
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E. Tersedianya Advokasi Hukum Yang Efektif 
  Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut: 

Inidkator Target 2022 Realisasi Kategori 
Presentase Advokasi Hukum 
yang ditindaklanjuti 

100 100 
 

 

TABEL 6 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 5 

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan  tabel diatas yaitu “Tersedianya Advokasi Hukum yang 

Efektif” sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator 

adalah 100%. Advokasi Hukum meliputi: 

1. Pemberian Pertimbangan Hukum: 
Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari 

aspek hukum (legal due diligence) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan 

BPOM. Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, 

Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM. 

2. Penanganan Perkara Hukum 
Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait 

pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar 

pengadilan. Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari: 

a. Tingkat Pertama 

b. Tingkat Banding 

c. Tingkat Kasasi 

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari: 

a. Tingkat Pertama 

b. Tingkat Kasasi 

Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama Perhitungan Persentase 

Advokasi Hukum yang efektif adalah jumlah layanan advokasi yang diselesaikan dibandingkan 

dengan permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Sampai dengan Triwulan III Tahun 

2022, layanan advokasi yang diselesaikan sejumlah 282 layanan dari 294 permintaan advokasi 

yang diterima, sehingga realisasi persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah 95,92%. 

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang nmenunjang 

pencapaian indikator antara lain: 

a. Pertimbangan Hukum. 

b. Penanganan Perkara Hukum. 

c. Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli. 

d. Konsultasi dan Penyuluhan Hukum. 
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Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap instansi pemerintah terkait 

pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit 

kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-

tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan 

implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Dukungan aspek hukum dalam pengambilan 

kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro 

Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan 

pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan 

kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, 

Dokumentasi, Edukasi Dan Pengaduan Masyarakat 
       Sasaran kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) indikator yang tergambar sebagai berikut: 

Inidkator Target 2022 Realisasi Kategori 
Persentase Layanan 
Pengaduan Informasi yang 
ditindaklanjti 

99.4 99.7 
 

 

Tingkat Efektifitas KIE 94,37 94.54  

Indeks Pelayanan Publik 4.55 4.9  

TABEL 7 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN 6                                    

23 KONSULTASI DAN 
PENYULUHAN HUKUM 

76 LITIGASI 

67 KOORDINASI 
DAN FASILITASI 
PENDAMPINGA
N SAKSI/AHLI 14 NON LITIGASI 

181 PERTIMBANGAN HUKUM 

GAMBAR 20 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 5 



 
 

 
41 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan  tabel diatas yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan 

Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat ” sampai dengan 

tahun 2022 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100 %.  

1.1 Analisis Capaian Sasaran Kegiatan 6 
1. Persentase Layanan Pengaduan Informasi yang ditindaklanjuti 

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti 

adalah Layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah layanan 

pengaduan dan informasi yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan feedback kepada 

masyarakat. Cara perhitungan “persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai 

ditindaklanjuti di lingkup Sekretariat Utama” adalah jumlah layanan pengaduan dan 

informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan 

pengaduan dan informasi dikali 100%. Sampai dengan Tahun 2022, layanan pengaduan dan 

informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 28.214 layanan dari 28.300 layanan 

pengaduan dan informasi yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan 

informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,70%. Kegiatan yang telah dilakukan di 

Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain: 

A. Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, knowledge sharing 

forum terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di Badan POM, pengetahuan terkait 

isu obat dan makanan, informasi pelayanan publik selama pandemi COVID-19 sehingga 

mampu menyelesaikan layanan tanpa proses rujuk. 

B. Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui penunjukan Tim Pengelola SP4N-

LAPOR BPOM Tahun 2022.  

C. Penguatan koordinasi pengelolaan layanan permintaan informasi publik dengan PPID 

pelaksana unit kerja dan UPT. 

D. Dukungan penyediaan bahan informasi terkini bagi Agent Contact Center, terutama 

isu-isu yang berkembang di masyarakat, regulasi terbaru dan pelayanan publik. 

E. Komitmen dan koordinasi yang solid dari unit kerja sebagai penindaklanjut rujukan 

layanan pengaduan dan informasi. 

F. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan pengaduan dan 

informasi oleh unit kerja dan UPT secara berkala. 

2. Tingkat Efektifitas KIE 
Ragam “Kegiatan” dan “Manfaat”. Hal itu menunjukkan perlu dilakukan penyegaran variasi 

ragam KIE sesuai karakteristik dan kebutuhan informasi target audiens terkini. 

Penurunan pada indikator Manfaat dapat dimungkinkan dipengaruhi oleh perkembangan 
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kasus Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada sirup obat, seiring dengan 

tuntutan masyarakat yang menginginkan update informasi secara cepat dan mudah pada 

platform media sosial BPOM dibandingkan dilakukan secara bertahap. Indikator Minat 

mengalami kenaikan poin yang cukup signifikan dimana keinginan masyarakat untuk 

mengetahui lebih banyak terkait pengawasan obat dan makanan, update pengujian sirup 

obat dan tips konsumsi obat dan makanan aman mengalami peningkatan setelah 

merebaknya kasus EG dan DEG pada triwulan 4. Kegiatan KIE yaitu kegiatan komunikasi, 

informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di 

area Car Free Day, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, 

radio, media cetak, atau media lainnya. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan 

kegiatan KIE, dilakukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tingkat 

Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yaitu ukuran 

efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat 

dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat 

Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Indeks Efektivitas KIE. Indeks 

efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan 

hasil survei efektivitas KIE kepada sejumlah responden yang pernah mendapatkan KIE 

yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, 

survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh Sekretariat Utama melibatkan 566 

responden. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2022 sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
                                                                      

 

Dengan demikian, capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup 

Sekretariat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 94,45 dengan kategori 

Sangat Efektif.  Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 

yang menunjang pencapaian indikator antara lain: 

a. Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 13 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi 

Kehumasan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan 

Makanan 

Nilai Interval Kategori 
< 65.00 Kurang Efektif 

65.01-75.00 Cukup Efektif 

75.01-85.00 Efektif 
85.01-95.00 Sangat Efektif 
95.01-100 Sangat Efektif Sekali 

TABEL 8 NILAI INTEPRETASI EFEKTIF 
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b. Rapat Koordinasi Nasional KIE BPOM Tahun 2022 

c. Pelaksanaan KIE dalam bentuk KIE langsung, media sosial dan non media sosial 

melalui ragam kegiatan. 

                          
GAMBAR 21 PELAKSANAAN KIE TAHUN 2022 

G. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Biro 

Hukum Dan Organisasi Yang Optimal 
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut: 

Inidkator Target 2022 Realisasi Kategori 
Indeks RB Biro Hukum dan 
Organisasi 

86.25 92.02  

TABEL 9 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 7 

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan  tabel diatas yaitu “Terwujudnya Tata Kelola 

Pemerintahan di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi yang Optimal ” sampai dengan tahun 

2022 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100%. Hal ini 

mendukung pencapaian Biro Hukum dan Organisasi sebagai dukungan Manajemen pada PMPZI. 

Biro Hukum dan Organsiasi terus mendorong setiap pegawai dalam pelaksanaan RB dan core 

value Berakhlak, dengan melakukan pemenuhan reform pada lembar kerja PMPZI komitmen 

seluruh pegawai Biro Hukum dan Organisasi telah sepenuhnya memahami terkait RB dan core 

value Berakhlak. Adapun hasil penilaian dari Inspektorat BPOM sebagai berikut: 
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GAMBAR 22 HASIL PENILAIAN PMPZI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2022 

 

Tindaklanjut hasil PMPZI kedepannya Biro Hukum dan Organisasi akan melakukan: 
1. Menyusun dan menetapkan target prioritas dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM.  
2. Terus berupaya mendorong adanya inovasi-inovasi baru pada seluruh area perubahan. 

Inovasi tersebut diharapkan sesuai dengan karakteristik unit serta dapat meningkatkan 
efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit 
kerja/instansi lain. 

3. Melakukan analisis dampak kemanfaatan before-after untuk setiap inovasi yang dimiliki 
terutama untuk menilai dampaknya terhadap perbaikan unit kerja. 

4. Melakukan perhitungan GAP kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan serta melengkapi dengan upaya untuk meminimalkan GAP 
kompetensi tersebut.  

5. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI 
sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta 
pelayanan publik yang prima. 
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H. Terwujudnya Sdm Biro Hukum Dan Organisasi Yang Berkinerja 

Optimal 
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut: 

Inidkator Target 2022 Realisasi Kategori 
Indeks Profesionalitas ASN 
Biro Hukum dan Organsiasi 

85 82,98  

TABEL 10 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 8 

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan  tabel diatas yaitu “Terwujudnya SDM Biro Hukum dan 

Organisasi yang berkinerja Optimal” sampai dengan tahun 2022 adalah 97.62% dengan 

kategori kurang efektif. 

Penilaian Aspek Specific 

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran sudah spesifik yaitu: 

• Komoditi yang diukur jelas/sesuai dengan yang diminta pada sasaran yaitu terwujudnya SDM 

Sekretariat Utama yang berkinerja optimal. 

• Sebagai entitas dari instansi, Sekretariat Utama perlu beduking tercapainya sasaran dan 

indikator BPOM melalui terkelolanya SDM dengan optimal di unit organisasi maupun unit 

kerja eselon 2 dibawahnya. 

• Indikator ini di cascading ke seluruh Biro yang berada dibawah koordinasi Sekretariat 

Utama. 

Jenis Indikator : ( ) Kelanjutan dari Periode 

Perencanaan Strategis Sebelumnya 

( x ) Indikator Baru 

Cascading dari Level 

0 

: ( x ) Ya  ( ) Tidak 

Jenis Cascading IKU : ( x ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( ) Non-

Cascadi

ng 

Metode Cascading : (x ) Direct  ( ) Indirect 

Cascading ke Level 2 : ( x ) Ya  ( ) Tidak 

Metode Cascading : ( x ) Direct  ( ) Indirect 

Unit Cascading IKU : Seluruh Biro   

Unit Koordinator 

Data 

: Seluruh Biro   

GAMBAR 23 METODE PENILAIAN IPASN 
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Penilaian Aspek Measurable 

Indikator dapat diukur karena berupa nilai mutlak dengan cara perhitungan yang 

jelas sesuai DO yaitu berdasarkan hasil evaluasi dari Biro SDM menggunakan 

form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai (ASN). 

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : 

 kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); 

 kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); 

 kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan 

 disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). 

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan 

pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : 

 Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi; 

 Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi; 

 Nilai 71 - 80 berkategori Sedang; 

 Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan 

 Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah. 

 

Realisasi indikator per 28 Desember  2022 sebesar 82,45, dapat terlihat pada lampiran 6. 

Target tahun 2022 sebesar 85, sehingga capaian sebesar 97% (realisasi/target x 100%).  

Kurang tercapainya target disebabkan oleh beberapa faktor pada masing-masing indikator 

dimensi.  

Dalam indikator kualifikasi Pendidikan kurangnya pencapaian dipengaruhi oleh adanya mutasi 

keluar masuknya pegawai yang secara tidak langsung mempengaruhi perolehan nilai, karena 

beberapa pegawai yang keluar sudah setara dengan S-2, selain itu terdapat dua orang pegawai 

yang masih menunggu keluarnya surat pencantuman gelarnya. Hal lain yang menjadi faktor 

penyebab dalam kualifikasi Pendidikan adalah masih ditunggunya pegawai di Biro Hukum dan 

Organisasi untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi seperti dari D-III ke S-1 atau dari 

S-1 ke S-2. Dalam dimensi kompetensi terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat 

diantaranya penyederhanaan Birokrasi hanya menjadi 2 level eselon dan peralihan jabatan 

struktural menjadi fungsional serta pelatihan fungsional bagi pegawai yang diangkat dalam 
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jabatan fungsionalnya. Selain itu, pelatihan kepemimpinan untuk Kepala Biro Hukum dan 

Organisasi masih dalam tungguan antrian pelatihan. Sementara itu untuk dimensi kinerja dirasa 

perlu adanya perubahan kebijakan dalam IP ASN karena yang dipakai masih mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan aturan 

yang saat ini dipergunakan yaitu Permenpan Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu dampak dari dimensi 

kinerja yang masih digunakan saat ini, terdapat pegawai di Biro Hukum dan Organisasi yang sudah 

lulus kuliah dengan predikat cumlaude dan lulus tepat waktu namun tidak bisa dinilai sangat baik.  

Tindak lanjut kedepannya Biro Hukum dan Organisasi pada Tahun 2023 telah menyesuaikan 

target mengingat adanya redistribusi dan jumlah pegawai yang ada. 

I. Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat 

Dan Makanan Di Biro Hukum Dan Organisasi 
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut: 

Inidkator Target 2022 Realisasi Kategori 
Indeks Pengelolaan data dan 
informasi Biro Hukum dan 
Organisasi 

2,25 2,25  

TABEL 11 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 9 

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan  tabel diatas yaitu “Menguatnya Pengelolaan Data dan 

Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi” sampai dengan 

tahun 2022 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100%. Dalam 

rangka optimalisasi pemanfaatan e-mail resmi Badan POM sebagai bagian dari capaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, Biro 

Hukum telah menyeluruh melaksanakan pemanfaatan berupa email coorporate, sharing folder 

dan penyampaian data pada BOC. Komitmen seluruh pegawai melakukan pemanfaatan tersebut 

didorong dengan adanya kebutuhan bagi setiap pegawai. Biro Hukum dan Organisi akan tetap 

mempertahankan nilai indeks dimaksud guna mendukung pencapaian IKU. 

 

GAMBAR 24 CAPAIAN INDIKATOR PEMANFAATAN DATA DAN INFOEMASI BIRO HUKUM DAN ORGANSIASI TAHUN 

2022 
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J. Terkelolanya Keuangan Biro Hukum Dan Organisasi 
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut: 

Inidkator Target 2022 Realisasi Kategori 
Tingkat Efisiensi 
Penggunaan Anggaran Biro 
Hukum dan Organsiasi 

95.5 95.5  

TABEL 12 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 10 

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan  tabel diatas yaitu “Terkelolanya Keuangan Biro Hukum 

dan Organiasasi” sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian 

indikator adalah 100,00%.  

EFISIENSI 

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal 

ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam 

menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat 

menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi 

daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan 

indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan 

membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut: 

(IE) = % capaian output 

       % capaian input 

 

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam 

menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana 

capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, 

mengikuti formula logika berikut: 

 

 

 

(SE) = % Rencana Capaian Output 
           % Rencana Capaian Input 
       = 100% 
          100% 

        = 1 

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien 
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien 
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Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi 

(TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada 

masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut: 

 

 

 

 

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: 

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien 

2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien 

3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien 

4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien 

5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien 

6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien 

7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien 

8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien 

9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien 

10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien 

Hasil pencapaian yang efektif dapat terlihat pada lampiran 4 Hasil pencapaian ini terbukti Biro 

Hukum dan Organisasi melaksanakan penggunaan secara efektif dan efisien serta Akuntabel. 

Untuk peningkatan penggunaan tersebut maka tahun berikutnya Biro Hukum dan Organisasi 

akan terus melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya dengan melakukan pemanfaatan 

gform dengan nama SIMOLEKHUKOR dan membentuk Tim Kerja pengawalan anggaran. 

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan 

capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator 

sasaran sebagai berikut: 

 

GAMBAR 25 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SESUAI DENGAN PEDOMAN SAKIP BPOM 

TE = IE – SE 

SE 
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Terdapat perubahan kriteria pencapaian indikator sasaran strategis berdasarkan revisi 

Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM tahun 2022 sehingga dilakukan penyesuaian terhadap 

kriteria capaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
51 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Untuk mencapai tujuan strategis Biro Hukum dan Organisasi pada tahun ketiga Renstra 2020- 

2024, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan yang pencapaiannya diukur dengan 17 (tujuh 

belas) indikator kinerja, merupakan indikator kinerja utama (IKU). Capaian Sasaran Strategis pada 

Tahun 2022 sebagai berikut:  

1. Sasaran Kegiatan pertama “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis 

Lainnya Biro Hukum dan Organisasi” belum adanya hasil pencapaian dikarenakan menunggu hasil 

reviu Kementerian PANRB; 

2. Sasaran Kegiatan kedua “Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap 

Layanan Biro Hukum dan Organsiasi” sebesar 100 %, dengan kriteria Efektif;  

3. Sasaran Kegiatan ketiga “Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran” 

berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria Efektif;  

4. Sasaran Kegiatan keempat “Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di bidang Obat dan 

Makanan” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria Efektif; 

5. Sasaran Kegiatan kelima “Tersedianya Advokasi hukum yang efektif” berhasil dicapai dengan 

nilai 100%, dengan kriteria Efektif; 

6. Sasaran Kegiatan keenam “Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi Dokumentasi 

dan Pengaduan Masyarakat” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria Efektif; 

7. Sasaran Kegiatan ketujuh “Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan 

Organsiasi” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria Efektif; 

8. Sasaran Kegiatan kedelapan “Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja 

Optimal” berhasil dicapai dengan nilai 82.98%, dengan kriteria Kurang Efektif;  

9. Sasaran Kegiatan kesembilan “Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat 

dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi” berhasil dicapai dengan nilai 100, dengan kriteria 

Efektif; dan 

10. Sasaran Kegiatan kedelapan “Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara 

Akuntabel” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria Efektif.  
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Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari 10 Sasaran Kegiatan, terdapat 1(satu) 

Sasaran Program yang masing menggunakan pencapaian tahun sebelumnya, 8 (delapan) dengan 

pencapaian Efektif dan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan pencapaian kurang efektif. Saran 

perbaikan kedepannya untuk tetap melakukan monitoring berkala terhadap capaian sasaran program 

dan melakukan revisi penyesuaian dengan menyusun kertas kerja pada sasaran program dengan 

kategori kurang efektif. 
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